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PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF GUNA 
PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Oleh:
Suhirman1
ABSTRACT
Donated land based on wakaf in Indonesia has agreat potential to help fulfill the needs 
in the field of religion and socio economy of the society, the donation of lands in general must 
be managed effectively and efficiently based on the purposes and functions under Islamic 
Law.
 Donations of  land in Indonesia have been known and implemented by Muslims since 
Islam came to Indonesia. The wakaf  donation as one of the Islamic institutions in Indonesia 
has supported the religious life of Islam in particular and the social life of Indonesian 
in general. Almost all buildings functioned for the social and religious interests such as 
worshipping places, educational complex, hospital, bording houses, or public facilities stand 
on land donated by wakaf .  However, it is also realized that there arestill donated lands that 
have not been optimally managed.
Donated in general and donated land based on wakaf  in particular if managed 
professionally  can give contributions to the community’s economy in order to develop public 
welfare. Wakaf  donations actually have agreat potential to be managed and empowered 
and turned into business purposes in accordance with the economic productivity, not only 
functioned as a means for worshipping places. 
Keywords : wakaf  as one of the Islamic institutions.
1 Mahasswa Magster Ilmu Hukum Unverstas 
Udayana, Denpasar, Bal,Alamat Jl. Melat No. 21 
Monang Manng Denpasar.
2 Abdul Ghafur Anshor, 2005, Hukum Dan Praktek 
Perwkafan Di Indonesia, Plar Meda, Jogyakarta, 
hlm.2.
I     PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan Islam d Indonesa 
secara hstors tdak dapat terpsahkan 
dengan  perwakafan, yang mana potens 
wakaf dapat dpaka sebaga penunjang pada 
dakwah Islamah.2 
Setap bangunan yang dfungskan 
untuk kepentngan keagamaan dan sosal, 
bak yang berupa tempat badah, komplek 
penddkan, pusat penyaran Islam, asrama 
ataupun tempat amal kebajkan yang lannya 
tu,  selama n memang pada umumnya 
berdr datas tanah wakaf.
Wakaf sebaga suatu lembaga 
Islam menjad salah satu penunjang bag 
perkembangan kehdupan agama dan sosal 
ekonom masyarakat Islam d Indonesa.
Harta benda tanah wakaf d Indonesa 
mempunya potens yang amat besar guna 
membantu terhadap pemenuhan berbaga 
kebutuhan kepentngan masyarakat, sepert 
untuk kepentngan keagamaan, kepentngan 
sosal dan ekonom. Oleh karenanya masalah 
perwakafan tanah mlk perlu datur dan 
dkelola dengan secermat mungkn.
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 Sebaga salah satu wujud nyata upaya 
pengaturan pengelolaan tanah wakaf tu 
adalah dengan telah dsusun dan dsahkannya 
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf. Dalam pertmbangannya huruf (a) 
dsebutkan bahwa lembaga wakaf sebaga 
pranata keagamaan yang memlk potens 
dan manfaat ekonom perlu dkelola secara 
efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Tujuan dan fungs wakaf adalah untuk 
mewujudkan potens dan manfaat ekonoms 
harta benda wakaf guna kepentngan badah 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
maka harta benda wakaf khususnya yang 
berupa tanah mlk harus dkelola secara 
efektif dan efisien. Namun dalam realitanya 
harapan untuk mewujudkan suatu tujuan 
dan fungs wakaf tu belum dapat terrealsr 
sepenuhnya. 
 Banyak harta benda tanah tanah 
wakaf  d dalam masyarakat kta yang 
mempunya potens dan manfaat ekonom 
sangat besar guna penngkatan kesejahteraan 
kehdupan masyarakat tu belum dlakukan 
pengelolaannya secara produktifitas ekonomi 
dengan suatu usaha yang optmal. 
Sangat dsayangkan bahwa dalam 
usaha-usaha pengelolaan harta tanah wakaf 
yang kearah penngkatan kesejahteraan 
umum  tu belum sepenuhnya dapat 
terwujud sepert yang dharapakan, pada hal 
potens dan manfaat ekonom dalam harta 
benda tanah wakaf tu sangat besar. Hal n 
merupakan suatu tantangan dalam lembaga 
wakaf khususnya bag pengelola harta benda 
tanah wakaf agar segera dapat mengelolanya 
secara produktifitas ekonomi. 
Pengelolaan pemanfaatan harta tanah 
wakaf dperlukan adanya prnsp dasar yang 
jelas. Jangan sampa potens dan manfaat 
ekonom yang begtu besar yang dapat 
dpaka sebaga modal untuk menngkatkan 
kesejahteraan kehdupan masyarakat tu 
dsa-sakan begtu saja. 
Potens dan manfaat ekonoms harta 
benda wakaf tu apabla dkelola secara 
profesonal dapat memberkan kontrbus 
terhadap pemenuhan kebutuhan ekonom 
masyarakat sehngga dapat membantu  untuk 
menngkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Rumusan masalah
Berdasarkan penjelasan latar belakang 
tersebut maka dapat drumuskan masalah 
sebaga berkut: 
Bagamanakah prnsp dasar dalam 
pemanfaatan pengelolaan harta tanah wakaf 
guna membantu menngkatkan kesejahteraan 
kehdupan ekonom masyarakat? 
3. Metode pendekatan
Dalam pengkajan terhadap 
permasalahan tersebut datas dpergunakan 
pendekatan secara normatf.
II. PEMBAHASAN
Pengertan wakaf sebagamana yang 
tersurat ddalam pasal 1 ayat(1)  Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf, dtentukan wakaf adalah perbuatan 
hukum wakf untuk memsahkan dan/atau 
menyerahkan sebagan harta benda mlknya 
untuk dmanfaatkan selamanya atau untuk 
jangka waktu tertentu sesua dengan 
kepentngannya guna keperluan badah dan/
atau kesejahteraan umum menurut syarah. 
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Wakaf d Indonesa telah datur dalam 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf, yang secara substansal 
telah memada. Pelaksanaan perwakafan 
d Indonesa telah dtentukan bahwa untuk 
sahnya suatu wakaf secara formal harus ada 
Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dbuat oleh 
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebaga 
lembaga yang berwenang menurut undang-
undang yang berlaku, dengan demkan ada 
bukt formal yang kuat. Wakaf dkalangan 
masyarakat Islam d Indonesa sudah terbasa 
bahkan sudah membudaya sehngga tdak 
ada keraguan untuk melaksanakannya.
Menurut teor sstem hukum dar 
Lawrence M Fredman dalam bukunya 
yang berjudul The Legal System, A Social 
Science Perspective, 1975 dnyatakan 
bahwa  a legal system in actual operation 
is a complex organism inwich structure, 
substance and culture interact.3 Dnyatakan 
bahwa sebaga sstem hukum d dalamnya 
tercakup substans, struktur dan budaya 
hukum sebaga satu kesatuan. Sehngga jka 
dtnjau dar seg sstem hukum eksstens 
perwakafan d Indonesa sudah tepat. 
Wakaf tu merupakan bagan dar 
badah,4 bak menyangkut keagamaan 
maupun sosal.  Dlhat dar seg relgus 
substans dalam praktek pelaksanaan 
perwakafan mempunya fungs sebaga rtual 
dalam art sebaga suatu bentuk mplemantas 
dar kemanan seseorang yatu sebaga amal 
shaleh yang dpercaya pahalanya akan 
mengalr secara terus menerus dapat dpaka 
sebaga bekal kehdupan kelak dakhrat 
nant. Pada ss yang lan pelaksanaan 
perwakafan juga mempunya fungs sosal 
yatu bahwa harta tanah wakaf tu dalam 
pengelolaan pemanfaatannya sebaga bentuk 
soldartas sosal  yang djadkan sebaga 
nstrument pendukung terhadap penngkatan 
kesejahteraan masyarakat yang bersfat 
abad. Maka wakaf sfatnya sebaga amal 
jarah, selama benda yang dwakafkan tu 
dapat dmanfaatkan oleh orang banyak maka 
selama tu pula pahalanya akan mengalr 
terus kepadanya.5
Peran wakaf merupakan salah satu 
langkah setrategs guna menngkatkan 
kesejahtraan masyarakat. Penngkatan 
peran wakaf sebaga pranata keagamaan 
tdak hanya bertujuan untuk menyedakan 
berbaga sarana tempat badah dan sosal, 
tetap wakaf juga memlk potens kekuatan 
ekonom untuk memajukan kesejahteraan 
masyarakat, maka pengelolaan harta 
tanah wakaf perlu dkembangkan kearah 
pemanfaatan produktifitas ekonomi.
Keberadaan harta tanah wakaf yang 
begtu banyak sejalan dengan kehdupan 
masyarakat Indonesa yang mayortas 
beragama Islam, yatu sektar 89 persen 
penduduk Indonesa mengaku beragama 
Islam,6   harta tanah wakaf n merupakan 
suatu potens yang amat besar untuk dapat 
dikelola secara produktifitas ekonomi, guna 
menngkatkan kesejhteraan masyarakat.
3 Lawrence M Fredman, 1975, The Legal System, A 
Social Science Perspective, Rusell Sage Foundaton, 
New York hlm.16
 4 Sholeh Soan, 2004, Moral Penegak Hukum di Indonesia 
Dalam Pandangan Islam, Agung Ilmu,Bandung, 
hlm.7  
5 Tahr Azhar,1992, Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi, 
Al Hkmah, Jakarta, hlm.11 
6 Muhammad Daud Al, 1990, Asas-Asas Hukum Islam, 
CV Rajawal, Jakarta hlm.5
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Lembaga wakaf merupakan suatu 
lembaga yang memlk peranan  sangat 
pentng  dalam perkembangan masyarakat 
Islam bak dalam bdang keagamaan, 
bdang penddkan, ekonom dan sosal.7 
Salah satu peran dar lembaga wakaf adalah 
untuk menngkatkan kesejahteraan ekonom 
massyarakat. Sebagamana dsebutkan 
dalam jwa semangat pembentukan Undang-
Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang 
Wakaf, bahwa lembaga wakaf sebaga 
pranata keagamaan yang memlk potens 
dan manfaat ekonom perlu dkelola secara 
efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 
Secara normatf pengelolaan harta 
tanah wakaf tersebut merupakan kewenangan 
dar Nazhr. Berhasl atau tdaknya dalam 
pengelolaan harta tanah wakaf tu sangat 
bergantung kepada Nazhr, oleh karenanya 
agar  pengelolaan harta tanah wakaf tu 
dapat berjalan secara efektif dan efisien guna 
memajukan kesejahteraan masyarakat maka 
perlu dlandas adanya prnsp-prnsp dasar 
sebaga berkut.
1. Pengelolaan harta tanah wakaf 
harus berdasarkan pada asas-asas 
yang jelas 
Pengelolaan harta benda wakaf 
yang berorentas kepada penngkatan 
kesejahteraan umum, maka secara tehns 
pengelolaan wakaf  n perlu dterapkan 
asas manfaat, asas tanggungjawab, asas 
profesonaltas, asas keadlan sosal sebaga 
landasan.8 
a. Asas manfaat.
Berdasarkan keyaknan bahwa 
berwakaf memlk suatu nla manfaat yang 
bersfat abad yang pahalanya mengalr terus 
menerus selama benda wakaf tersebut ;
1. Dapat dmanfaatkan oleh orang 
banyak. Contoh mewakafkan tanah 
untuk dbangun sekolah dmana 
sekolah tersebut dapat dmanfaatkan 
oleh masyarakat sebaga sarana 
penyelenggaraan penddkan.
2. Dapat memberkan nla manfaat yang 
lebh nyata  sesua dengan tujuan dan 
fungs wakaf yang telah dtentukan 
oleh wakf, bahwa harta yang telah 
dwakafkan tersebut sungguh-sungguh 
memberkan manfaat kepada orang 
lan, sehngga wakf merasa ada 
kepuasan secara batnah.  
3. Dapat memberkan nla manfaat 
secara mmateral yang lebh besar 
dar pada nla materlnya yatu berupa 
pahala yang tak terbatas besarnya yang 
akan dperoleh oleh  Wakf. 
4. Tdak menmbulkan keburukan 
(mudharat) bak bag masyarakat 
banyak maupun bag wakf sendr.
b. Asas tanggungjawab.
Pelaksanaan pengelolaan harta 
benda wakaf mutlak dperlukan adanya 
pertanggungjawaban. Perwakafan ddalam-
nya mengandung aspek badah murn 
Ilahyah dan aspek badah sosal nsanyah, 
oleh karenanya pengelolaan wakaf harus 
dapat dpertanggungjawabkan, yang antara 
lan adalah:
1. Tanggungjawab relgus kepada Allah 
SWT atas segala prlaku, perbuatan 
7 Juhaya S Praja & Mukhlsn Muzare, 2009, Pranata 
Ekonomi Islam Wakaf, Pustaka Dnamka, Jogyakarta, 
hlm.11.
8 Abdul Manan, 2007, Hukum Wakaf Dalam Paradigma 
Baru di Indonesia, Vara Peradlan No. 255, Februar 
2007, hlm.50.
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dan tndakannya berdasarkan segala 
petunjuk perntahNya. Segala tndakan 
dan tugas yang dlakukan oleh para phak 
sesua dengan kewenangannya dalam 
pengelolaan harta wakaf, memlk 
konsekwens yang bersfat transendetal, 
yatu harus dpertanggungjawakan 
dhadapan Allah SWT. Bag Nazhr 
tanggungjawab pengelolaan n adalah 
merupakan suatu beban amanah yang 
tdak rngan karena Nazhr tdak 
hanya sekedar melaksanakan apa 
yang menjad nat Wakf, tetap juga 
harus melaksanakan apa yang menjad 
ketentuan Allah SWT yang secara 
vertcal tentu harus dapat dpertanggung 
jawabkan kepadaNya.  Sedangkan bag 
Wakf sendr mengharapkan adanya 
pemberan pahala yang secara terus 
menerus sepanjang masa atas amalan 
wakaf yang telah dberkan kepada 
masyarakat.
2. Tanggun jawab kelembagaan. Dalam 
pengelolaan harta benda wakaf dserta 
adanya tanggung jawab kepada 
phak yang memberkan wewenang 
pengelolaan, yatu tanggung jawab 
kepada lembaga yang lebh tngg 
sesua dengan tngkat jenjang organsas 
kenazhran. Lembaga Nazhr n yang 
merupakan sub organsas  pengelolaan 
dan pengembangan  harta benda 
wakaf yang harus bertanggung jawab 
kepada lembaga yang ada datasnya, 
yatu bahwa sebaga Nazhr wajb 
melaporkan secara perodk semua 
yang menjad tugas  kewenangannya 
dan dar semua hasl pengelolaan 
yang telah dperolehnya kepada Badan 
Wakaf Indonesa(BWI).
3. Tanggungjawab hukum. Pengelolaan 
harta benda wakaf harus dapat 
dpertanggung jawakan secara hukum 
dalam art bahwa pengelolaan tersebut 
dlakukan dengan tetap berdasarkan 
prosedur dan ketentuan hukum yang 
berlaku. Sebaga Nazhr atau sebaga 
orang yang dberkan wewenang  dalam 
pengelolaan harta benda wakaf harus 
mampu mempertanggung jawabkan 
segala tndakannya, bahwa tndakan 
apa yang telah dlakukan dalam 
pengelolaan harta benda wakaf tu 
benar-benar sesua dengan ketentuan-
ketentuan yang berlaku. Jka kelak 
dketahu bahwa dalam melaksanakan 
amanah untuk mengelola harta benda 
wakaf tersebut dketahu ternyata 
melanggar aturan hukum yang berlaku 
maka Nazhr sebaga pemegang 
amanah pengelola harta benda wakaf 
yang bersangkutan harus sap dajukan 
kepengadlan.
4. Tanggungjawab sosal. Dalam 
pengelolaan harta benda wakaf tu 
bukan untuk kepentngan dr sendr 
atau kelompok tertentu.  Bahwa Nazhr 
sebaga pengelola harta benda wakaf 
harus dtujukan terhadap kepentngan 
masyarakat, dmana hasl pengelolaan 
harta benda wakaf adalah semata-mata 
hanya dtujukan untuk kepentngan 
penngkatan kesejahteraan masyarakat. 
Jad sebaga Nazhr segala tndakannya 
harus dapat dpertanggungjawabkan 
kepada masyarakat, dan tdak 
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melakukan tndakan yang tercela 
yang melanggar terhadap norma-
norma sosal yang berlaku dalam 
masyarakat.
5. Tanggungjawab moral. Pelaksanaan 
pengelolaan harta benda wakaf yang 
dlakukan semata-mata hanya dtujukan 
untuk kepentngan kebakan kehdupan 
masyarakat. Nazhr sebaga pengelola 
harus berpegangan kepada norma-
norma moral yang berlaku dalam 
masyarakat, maka segala prlakunya 
tdak boleh menympang dar norma-
norma moral.  Secara moral setap 
prlaku dapat dnla bak buruknya 
oleh masyarakat  pada setap saat, 
maka kontrol masyarakat  akan selalu 
menyertanya apakah tndakannya tu 
memang benar-benar bermoral atau 
tdak. 
6. Tanggungjawab ntelektual. Dalam 
pelaksanaan pengelolaan harta benda 
wakaf untuk dapat mencapa tujuan 
yang sepenuhnya sangat dperlukan 
adanya penguwasaan pengetahuan 
kemampuan dan ketramplan yang 
memada. Sebaga pengelola agar 
dapat mewujudkan tujuan yang 
dharapkan maka wajb memlk 
bekal pengetahuan yang memada, 
kemampuan dan ketramplan 
professonal yang memada sesua 
dengan  bdang yang dkelolanya.
c.  Asas profesional.
Dalam wakaf tugas pengelolaan 
merupakan bdang yang palng komplek, 
karena yang dapat menentukan suatu harta 
benda wakaf tu dapat bermanfaat dengan 
sebak-baknya atau tdak, pengelolaan tu 
dapat memenuh kengnan sesua harapan 
atau tdak adalah sangat bergantung pada 
pengelolaannya yang dalam hal n dlakukan 
oleh Nazhr. Maka managemen pengelolaan 
wakaf tu harus dlakukan dengan secara bak 
dan benar agar dapat menghaslkan manfaat 
yang sebasar-besarnya untuk kepentngan 
masyarakat. Selama n Nazhr melakukan 
tugas dan kewenangan untuk mengelola 
harta benda wakaf tu pada umumnya hanya 
berdasarkan kepercayaan semata, yang 
hanya dengan penguwasaan pengetahuan 
kemampuan ketramplan seadanya saja dan 
haslnya juga hanya bersfat sekedarnya. 
Sebagan besar Nazhr belum melakukan 
usaha pengelolaan harta benda wakaf tu 
benar-benar secara professonal dan optmal, 
dengan hasl pengelolaan  yang lebh besar 
dan manfaat yang lebh luas.
Agar pengelolaan harta benda wakaf 
tu dapat memberkan hasl yang lebh 
optmal maka sangat dperlukan adanya 
suatu management yang lebh professonal. 
Maka bag seorang Nazhr untuk dapat 
memenuh harapan sesua dengan fungs dan 
tujuan wakaf dan agar dapat menghaslkan 
produktifitas ekonomi yang optimal dalam 
mengelola harta benda wakaf serta dapat 
membantu menngkatkan kesejahteraan 
masyarakat maka ddalam management 
pengelolaan terhadap harta benda wakaf 
harus dpenuh berbaga syarat sfat ntegrtas 
prbad, yang mutlak harus dmlk bag 
seorang Nazhr sebaga penunjang terhadap 
pelaksanaan  tugas yang dembannya..
   Adapun syarat-syarat sfat ntegrtas 
prbad yang harus dmlk oleh seorang 
Nazhr adalah;   
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1.  Harus amanah (dapat dpercaya ).
Nazhr harus dapat dpercaya dalam 
melakukan tugas pengelolaan, bahwa pola 
management dpandang professonal apabla 
seluruh system yang dgunakan tu dapat 
dpercaya bak nput maupun autputnya. 
Pengelolaan harta benda wakaf sangat 
bergantung kepada sumber daya yang ada 
pada Nazhr, maka Nazhr harus memlk 
kemampuan yang memada.  Pengelolaan 
harta benda wakaf sangat bergantung pada 
Nazhr, dmana suatu pengelolaan harta 
banda wakaf tu dapat memberkan hasl dan 
manfaat yang optmal untuk kepentngan 
kesejahteraan  masyarakat pada umumnya. 
Untuk dapat mengarah pada tujuan tersebut 
maka bag seorang Nazhr harus memlk 
krtera sebaga berkut;
a. Standart penddkan yang tngg. Bahwa 
sebaga Nazhr tdak dragukan lag 
terhadap penguwasaan pengetahuan 
yang memada, memlk wawasan 
yang luas, pemkran yang tajam.
b.   Memlk kemampuan ketramplan 
yang tngg, sehngga dharapkan dapat 
menghaslkan produktvtas ekonom 
yang tngg dan kwaltas yang tngg.
c. Memlk kesadaran moral yang tngg. 
Bahwa untuk pengelolaan yang sebak-
baknya dperlukan adanya landasan 
kwaltas moral yang tngg.
d. Pembagan kerja yang jelas. Bahwa 
ddalam lembaga Nazhr ddalamnya 
terdr dar sekelompok orang, maka 
agar dapat bekerja secara seras tdak 
terjad tumpang tndh antara anggota 
Nazhr yang satu dengan yang lan 
maka harus ada sstem pembagan 
kerja yang jelas, tugas yang jelas.
e.  Memlk kesadaran hak dan 
kewajban. Bahwa masng-masng 
Nazhr  menyadar sepenuhnya apa 
yang menjad haknya dan apa yang 
menjad kewajbannya.
f. Memlk rencana  kerja yang jelas dan 
terarah, sehngga ada acuan yang nyata 
agar  tdak terjad kepncangan.
2. Shdq (jujur).
Kejujuran adalah sfat mendasar pada 
keprbadan  maupun pada program yang 
menjad tanggungjawabnya sebaga seorang 
Nazhr. Sebaga seorang yang dberkan tugas, 
kewenangan  dan tanggungjawab maka sfat 
prbad yang jujur mutlak dperlukan.
3. Fathanah (cerdas/bjaksana).
Kecerdasan sangat dperlukan untuk 
mencptakan suatu program yang dapat 
dterma oleh masyarakat dengan memberkan 
harapan kehdupan yang lebh bak, lebh 
menngkat kepada masyarakat, dan mampu 
memenuh kengnan masyarakat.
4. Tablgh (terbuka).
Kesedaan dalam memberkan 
nformas yang benar tentang pengelolaan 
dan pemanfaatan harta benda wakaf yang 
telah ataupun yang sedang berjalan kepada 
masyarakat.
7. Asas keadlan sosal. 
Hasl pengelolaan tanah wakaf 
wajb dberkan kepada yang berhak untuk 
menermanya berdasarkan keadlan sosal. 
D dalam pandangan Islam dtegaskan 
bahwa harta tu adalah mlk Allah SWT 
dan dberkan kepada orang-orang yang 
dkehendak olehNya untuk dbelanjakan 
djalan Allah SWT. Manusa dberkan hak 
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oleh Allah SWT hanya untuk menguwasa 
saja, bukan sebaga pemlknya. Harta dalam 
konsep Islam adalah harta Allah yang telah 
dkuasakan kepada manusa, artnya bahwa 
harta tu adalah mlk Allah  SWT sedangkan 
manusa tu terkat dalam membelanjakan 
hartanya dengan ketentuan-ketentuan yang 
dsyar’atkan oleh Allah SWT.9 Manusa 
wajb memelhara harta yang dkuasa tu 
dngan penuh tanggung jawab bak dduna 
maupun d akhrat kelak. Manusa dduna 
sebaga hamba Tuhan Yang Maha Esa dan 
sebaga wakl Tuhan (Khalfatullah) dbum 
yang menerma amanatNya untuk mengelola 
kekeyaan alam.10    Manusa dduna adalah 
sebaga Khalfah Allah SWT yang dber 
wewenang untuk mengelola seluruh kekayaan 
alam semesta tu untuk dpergunakan bag 
kepentngan seluruh umat manusa.
    Manusa menguwasa bum, ar dan 
kekayaan alam n agar dkelola yang sebak-
baknya untuk mewujudkan kesejahteraan 
bag seluruh umat manusa. Manusa 
dberkan kewenangan untuk berusaha secara 
sungguh- sungguh dengan kemampuan 
sekuat tenaga untuk dapat memperoleh 
harta benda. Pemanfaatan harta benda 
yang dkuasanya agar dpergunakan untuk 
kepentngan drnya, keluarganya dan untuk 
kepentngan masyarakat sektarnya sesua 
dengan tuntunan yang telah dtetapakan 
oleh syar’at Islam dan hukum postf yang 
berlaku.
Perwakafan mempunya fungs sosal 
dalam art bahwa penggunaan hak mlk 
oleh seseorang harus member manfaat 
secara langsung atau tdak langsung kepada 
masyarakat, jad penggunaan harta oleh 
drnya mempunya dampak postf kepada 
masyarakat.  Islam selalu menganjurkan agar 
selalu memelhara kesembangan sebaga 
makhluk prbad dan sebaga makhluk sosal. 
Hakekat sifat kodrat manusia secara filosofis 
adalah sebaga makhluk ndvdu dan sebaga 
makhluk sosal,11 dalam kedudukan manusa 
sebaga makhluk sosal maka manusa tdak 
lepas keterkatannya dengan manusa yang 
lan atau dalam tata kehdupan masyarakat .
Keadlan sosal hendanya dlandas 
dengan kemanan kepada Allah SWT. Dalam 
ajaran Islam melarang seseorang menmbun 
harta untuk kepentngan drnya sendr, 
sedangkan keadaan konds masyarakat 
dsektarnya hdup dalam keadaan kesusahan 
dan kemsknan. Dalam ktab Suc  Al Qur’an 
surat  Adz-Dzaryat ayat 19 dnyatakan 
“dan ddalam harta benda mereka ada hak 
bag orang yang memnta (fakr mskn) 
dan bag orang-orang yang terlantar atau 
orang yang tdak punya“.  Islam selalu 
member petunjuk agar manusa selalu 
berada dalam kebersamaan dan bertolong-
menolong dalam kebakan, yang salng 
kash mengash. Seseorang yang memlk 
harta kekayaan yang berlebh hendaknya 
mendermakan sebagan hartanya secara 
klas untuk kebajkan kaum fakr mskn 
sehngga terwujud kemakmuran secara adl 
dan merata. Islam juga melarang seseorang 9 Muhammad Mahmud Bably 1999, Al-Maal Fil Islam, 
terjemahan Abdul Fatah Idrs, Kalam Mula, Jakarta, 
hlm.35.
10 Kaelan dan Achmad Zubad, 2007, Pendidikan 
Kewarganegaraan, Paradkma, Yogyakarta, hlm.122.
11 Kaelan 2010, Pendikan Pancasila, Paradgma, 
Yogyakarta, hlm.96.
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yang memlk harta kekayaan melakukan 
perbuatan dengan menghambur-hamburkan 
harta kekayaannya untuk hal-hal yang tdak 
bermanfaat.
   Berdasarkan keyaknan bahwa apabla 
pengelolaan perwakafan dlaksanakan 
dengan bak maka akan dapat memberkan 
pengaruh dalam kehdupan sosal yang postf 
dan semakn menngkat dalam mencapa 
kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan 
badah perwakafan yang dkelola secara 
bak dapat membawa pengaruh besar dalam 
kehdupan kesejahteraan masyarakat, bak 
dalam bdang perbadatan, penddkan, 
kesehatan dan kepentngan ekonom 
masyarakat pada umumnya.
2. Prinsip management pengelolaan 
harta tanah wakaf.
Pengelolaan harta benda wakaf 
dalam rangka untuk mewujudkan suatu 
kesejahteraan umum maka Nazhr juga 
harus berpedoman kepada pnsp-prnsp 
pengelolaan harta tanah wakaf yang 
antara lan melput: 1. prnsp partspas, 
2. prnsp penegakan hukum, 3. prnsp 
trasnparans, 4. prnsp responsve, 5. prnsp 
orentas kesepakatan, 6. prnsp keadlan, 7. 
prinsip efektifitas dan efisiensi, 8. prinsip 
akuntabltas, 9. prnsp vs strategs.12
Pada prnsp partspas;  meskpun 
Nazhr tu yang dber kewenangan penuh 
untuk mengelola harta benda wakaf maka 
ddalam pengamblan kebjakan-kebjakan 
yang mendasar sebaknya dlbatkan 
partspas masyarakat, msalnya dalam 
perencanaan penukaran atau penjualan 
terhadap harta tanah wakaf.
Prnsp penegakan hukum;  penegakan 
hukum hakekatnya merupakan suatu usaha 
untuk mewujudkan de-de tentang keadlan, 
kepastan hukum dan kemanfaatan sosal 
menjad kenyataan.13 Prnsp penegakan 
hukum merupakan landasan yang tdak dapat 
dkesampngkan dalam pengelolaan harta 
benda wakaf termasuk tanah wakaf. Ddalam 
penegakan hukum yang pada hakekatnya 
mencakup juga tentang kewenangan untuk 
membuat aturan-aturan hukum guna 
mangatur kepentngan kehdupan masyarakat 
dan kewenangan untuk menegakan aturan 
yang berlaku. 
Prnsp transparans;   dalam hal n 
seorang Nazhr yang secara formal dberkan 
tugas dan kewenangan penuh untuk 
mengelola harta benda wakaf harus berskaf 
transparan atau terbuka, sehngga Wakf 
maupun masyarakat dapat mengetahu secara 
jelas tentang segala usaha dan tndakan 
yang dlakukan oleh Nazhr dalam rangka 
pengelolaan harta benda wakaf.
Prnsp responsve;  Nazhr dalam 
melakukan tugas dan kewenangan mengelola 
harta benda wakaf harus berskaf responsf 
dalam art Nazhr harus cepat tanggap 
terhadap peluang-peluang pengelolaan yang 
bersfat produktf, berbaga langkah-langkah 
yang perlu dlakukan,  yang haslnya guna 
membantu penngkatan kesejahteraan 
masyarakat.
Prnsp orentas kesepakatan; dalam 
lembaga wakaf kedudukan Nazhr bukan 
12 Tranto dan Ttk Wulandar Tutk, 2007, Falsafah 
Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan, Prestas 
Pustaka Publsher, Jakarta, hlm.326.
13 Rduan Syahran, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu 
Hukum, Ctra Adtya Bakt, Bandung, hlm.192.
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sebaga pemlk harta benda wakaf, tetap 
hanya dber tugas dan kewenangan untuk 
mengelolanya, oleh karenanya dalam 
pengamblan keputusan harus ddasarkan 
atas musyawarah untuk memperoleh 
kesepakatan dar berbaga phak yang terkat 
dengan harta benda wakaf.
Prnsp keadlan;  pemanfaatan 
terhadap hasl harta benda wakaf harus 
dlakukan secara adl, sapa yang berhak atas 
hasl pengelolaan dar harta benda wakaf 
tu. Pemanfaat terhadap harta benda wakaf 
sangat luas,  antara lan untuk menunjang 
sarana perbadatan, penddkan, kesehatan, 
membantu fakr mskn dan kepentngan 
umum yang lannya, maka harus dlakukan 
secara proporsonal yang berlandaskan 
kesetaraan keadlan.
Prinsip efektif dan efisien;   Efektif 
dalam art pengelolaan harta benda wakaf 
dapat dpergunakan untuk memenuh 
kepentngan masyarakat yang seluas-
luasnya. dar berbaga kelompok dan lapsan 
sosal. Mampu memberkan kesejahteraan 
yang sebesar-besarnya dar berbaga 
kelompok dan lapisan sosial.   Efisiensi 
dalam art pemanfaatan hasl pengelolaan 
harta benda wakaf dlakukan dengan jalan 
yang sebak mungkn jangan sampa terjad 
suatu pemborosan.  
Prnsp akuntabltas;  tugas dan 
kewenangan yang dberkan kepada Nazhr 
untuk mengelola harta benda wakaf harus 
dlakukan dengan penuh tanggungjawab dan 
dapat terkontrol, sehngga dapat menghndar 
kemungknan adanya tndakan-tndakan 
penympangan.
Prnsp vs strategs;  dalam 
pengelolaan harta benda wakaf yang cukup 
besar, khususnya tanah wakaf yang begtu 
luas maka Nazhr harus memlk rencana 
kedepan yang lebh mantab dan jelas, 
sehngga harta benda wakaf yang dkelolanya 
tu dapat semakn berkembang.
III. KESIMPULAN
1. kegatan pengelolaan pemanfatan harta 
tanah wakaf harus dlands oleh:
 a. Asas manfaat
 b. Asas tanggungjawab
 c. Asas professonal
 d. Asas keadlan sosal.
2. Management pengelolaan pemanfaatan 
harta tanah wakaf harus berpedoman 
pada:
 a. Prnsp partspas
 b. Prnsp penegakan hukum
 c. Prnsp transparans
 d. Prnsp responsve
 e. Prnsf orentas kesepakatan
 f. Prnsp keadlan
 g. Prinsip efektif dan efisien
 h. Prnsf akuntabltas
 . Prnsp vs strategs.
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